
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NoMoR f, TAHUN 2o1e

TENTANG

TATA KEI,OLA BADAN I.AYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYAMIGT PIAN RAYA

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbarrg : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan t ayanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan

l,ayanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatal

Masyarakat Pian Raya Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat i 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia Di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

l€mbalan Negara Republik lndonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2Ol4 t.f,nt E
Pemerintahan Daera-h (lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undeng

Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5679);



PERATURAN BUPATI MUSI RA\trAS

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TATA KEIOI.A BADAN I,AYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PIAN RAYA

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakar ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2Ol8

tentang Badan l,ayanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan

Layarlan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan

Masyarakat Piar Raya Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat ; l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentar:g

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia Di

SumaGra Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

I€mbaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahaa Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahrm 2(x)S tcntang

Fedorran PenJrusunan dan ttnetapan Standar

Felayanan Minimal (Lmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 1O5, Tambahan

Lmbaran Negara Republik Indonaia Nornor 4585);

Feraturan Meotcri Xesehatan Nomor 75 Tahun 2014

Tentang Pusat Kesehatan MasyaraLat (Berita Negaja

Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Feraturar Mentcri Dalewr Negeri NoBor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2O16 Tentang

Pembentukan daIx Sugunan Ferangkat Daerah

Pcmerintah Kabupaten Musi Ras,as fl,embaran
Daerah lGbupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor

lo).

MEMUruSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOld, BADAN

LAYANAN I'MI,'M DAERAH PADA ruSAT KESEI{ATAN

MASYARAKAT PTAN RAYA KABI'PATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETET{TUAN UMIJM

Pasd I

Ddam Feraturan Bupati ini yang dimdSspd deogan:

l. Ihbupeten adalah I(ahrpaten Musi Raras.
2. Pcmerintah Xabupatcn qdFhh Pcocrintah Kabupatcn

Musi Rawas.

3. Bupad adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutrrya di8€but Dinas
adFlah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

4.

5.

6.



8.

9.

6.

7.

11.

Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

Pusat Kesehatan MasyaJakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalal Puskesmas Pian Raya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD da-lam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat
yarg digunakan untuk menyelenggarakaa upaya

pelayanan kesehatan, baik promotif, prwentif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatarr

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama, denga.rl lebih mengutamakan upaya

promotjf dalt preventif, untuk mencapai derajat

kesehatan masyaral@t yarrg setinggi-tingginya di
$'ilayah kerjanya.

Badan l,eyanan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit
Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

balang dan/atau jasa yang dljual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukaa kegiatannya didasarkan pada prinsip

efi siensi dan produktivitas.

10.

3
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12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan lleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktik-pralctik bisnis yang sehat

untuk meningkatkan peliayanan kepada masyalakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaal keuangan

daerah pada umumnya.

13, Pola Tata KeloLa Puskesmas adalah aturan dasar yang

mengatui tata ca.ra penyelenggaraan Puskesmas.

14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa

gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas

prestasi, pesangon, dan atau pensiun.

15. Kepala adalah Kepala Puskesmas Piart Raya.

16. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan

keuangan/baralg BLUD pada batas-batas tertentu
yang dapat dikecualikan dari keteotuan yang berlaku

r.tmum.

17. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya

status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh.

18. Unit Kerja pa.da SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BluD-Puskesmas adalah Unit

Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang

menerapkal PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahal,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan pemulihan kcsehatan

perseorangan.
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20- Upaya Kesehatan Masyaralet yang selanjutnya

dishgkat UKM adalah setiaF kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan

masyarakat-

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan

oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup

per€ncanann, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan,

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

lnvestasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan

aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis
yang dapat meningkatkan kemaopuan BLUD dalarn
pelayanan kepada masDrarakat.

Tenaga kesehat€n adalah setiap orang yang

mengabdikar diri dalam bidarg kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan

upaya kesehatan.

Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggung jawab terhadap kinerja operasionat

BLUD yang terdiri atas pejabat keuargan dan pejabat

teknis yang sebutannya disesuaikan dengan

nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang

bersangkutan.

Rekening kas BLUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang BLUD yarg dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh
penerimaan pendapatan dan pembayaran

pengeluaEn BLUD.

26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk
kas yalg menambah ekuitas dana lancar datam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akart diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

21.

22.

23.

24.

25.
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27.

24.

29.

31.

32.

33.

30.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi

ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang

dan/atau jasa untuk keperluan operasiona-l BLUD.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya

disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis

dan penganggaran tahunan yang berisi program,

kegiatan, target kineia, dart anggaran BLUD.

Dokumen Pelaksanaaa Anggaran BLUD yang

selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen
yang memuat pendapa.tan dan biaya, proyeksi arus
kas, jumlah dan kualitas barang danatau jasa yang

akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat
Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima)

tahunan yang memuat visi, misi, program strategis,
pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakarr

operasional BLUD.

Standar Pelayanan Minimaf yang selanjutnya

disingkat SPM adalah spesiflkasi teknis tentang tolak
ukur layanan minimal yang diberikan oleh

Puskesmas kepada masyarakat.

Basis akrual adalah basis akuntansi yarrg mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
pelayalan terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar.

Pralrtik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan

fungsi orgaaisasi berdasarkan kaidah-kaidah

menajemen yang baik dalam rangka pemberian

layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

l
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34. Satuan pengawas intcmal adalah perangkat BLUD

yang bertugas melakulran pengawasan dan
pengendalian intemd dalam rangka membantu

BLUD untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan

sosial (sodd ,rsp,ortsikftgl dafarr

menyelenggarakan bisnis sehat.

t aporan keuangan konsolidasian adalsh suatu

laporan keuangan yang merupakan gabungan

keseluruhan laporan keuangan entitas akmtansi
s€hin$a tersaji scbagai satu entitas pel,aporan.

BAB tr

TATA KEI'I^A
Bagian Kesatu

Identitas Puskesmas

Pasal 2

hrske$ras Pian Raya Puskesmas Rawat

Jalan yang lsrlstqk di Desa Pian Raya l(ecamatan Muara
I'kitan, Kabupaten Musi Rawas.

B8Aian Kedua

Visi, Misi, Nilai-Nilai dan PrinsipPrinsip Tata Kelola

Pasd 3

(1) Visi Puskesmas Pian Raya artqtah

Terwujudnya Puskesmas Pian Raya mandiri menuju
Musi Rasas Schat.

(2) Misi Puskesmas Pian Raya erlcloh;

a. rnemberikan Felayanan kesehatan Sccara prima;

b. meninglatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

c. mengembangkan Sarana dan Prasarana yang

mengutama&an Kualitas pelayanen;

d. meninglatkan akses dan keterjangkauan

maqrarakat terhadap pelayranan keschatan; dan

e. meningkatkan pemn Scrta MaErarakat Lintas

S€kor, dan swasta dalam Kegiatan kes€hatan.

1 naRar roarol:u.,.1 |....__---..r,' ]t,ki



(3) Nilai-nilai yang dianut oleh puskcsmas pian Raya

adalah:

a. S = SenVu m, sapa. sala4 sopar\ sanbt
b. I - hl@,vasi

c. A - Adildalan
d,. G - @loralsan *natvott @ayanan prima
e. A - Ananah rnenjasa kesP.,lanafan pa.sien

(a) Prinsipprtnsip tata kelola antara lain :

a. fransparanBi

b. Akuntabilitas

c, Responsibilitae;dan

d. Independensi,

Bagian Ketiga

Kedudukan puekesmag

Pasal 4

ftrskegraas Pian Raye merupakan Unit pelsksana TEkniB

Dinas Kcsehatan tkbupa.ten Musi Rawas.

tsagian Ke€mpat

Tujuan, ftrgas dan Fungsi puekesmae

passl s

(f) Tujuan dari Puskesmas Pian Raya:

a. mewujudkan marveral€t yang memif*i perilaku
iehat yang meliputi keudaran, kemauan, dan
lcemampuarr hidup schat;

b. mewujudkan ma.syarekat yang nampu
menjangkau pelayanan kesehatan bcrmutu;

c, mewujudkan masyarskat yang hidup datam
lingkungan schat; dan

d. mewujudkan masyarakaat yang Eemiliki derqiat
keechatan optiral, baik individu, keluarga,
kelompok, dan masyarakat.

j ra,",rr,;36r, I . ,, I
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{2) Puskesmas tugas melaksanakan

keb[iakan kesehatan untuk tujuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjan5ra delem
rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

(3) Dalam melaksalakatr tugas sebagaimana dirnnlrsud
dFla"n ayat (2), Puskesmas menyclengarakan fungsi:
a. penSrelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah

kerjanya; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah

kerjanya.

Bagian Kelima

Kedudukan Femerintah Daerah

Pasal 6

Pemedntsh l(abupaterl Muai Rawas adalah pemiUk

Puskes'nas Pian Raya.

Pasal 7

(1) Bupati sebagai eimpinan Femerintah Daerah memiliki
kcwajiban sebagai b€rikut:
a. menjaga pclayanan Pustrcs@as agar Dasyara&at

tetap meEiliki akses pada pelayanan keschatan;

b. menjaga kesinsmbungan pelayanan puskesmas

scbagai begian dari pelayanan umum;
c. mengembangkan Rrskesmas sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi;

d. melengkapi tenaga, sarana dan prasarana

Puskesmas dafam rangka meningkattan mutu
pelryanan; dan

e. metrakukarx dan pengawamn kepada
Puskesmas BLUD melalui Dinas IGsehatsn

P,Ll,rF,\O(..: i,l t,i-\Sr ;_____l



Pasal 8
(U Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik puskesmas

bertanggungiawab:

a, terhadap kemajuan dan perkembangan

Puskesmas sesuai dengan harapan masyarakat;

b. terhadap tercapainya pelayanan yang bermutu di
Puskesmas; dan

c. menutup defisit anggaran Puskesmas yang bukan
karena kesalahan dalam pengelolaan yang

dibuktikan dengan audit secara independen.

(2)Pemerintah Kabupaten bertanggundawab atas
terjadinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat
kelalaian sta-f Puskesmas secara befenjang sesuai

dengan hierarki Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam menjaga tanggung jawabnya, Bupati sebagai
pemimpin Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang

sebagai berikut:

a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan SpM

Puskesmas serta perubahannya;

b. mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola

dan Pejabat Stn <tural;

c. mengangkat darr memberhentjkan Tim penilai dalam
rangka meuilai usulan penetapan atau pencabutan

PPK-BLUD Puskesmas dan penilaian kinerja
Puskesmas;

d. menetapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;

e. menyetujui dan mengesalkan Rencana Bisnis dan

Anggaran Puskesmas;

f. menetapkan sistem remunerasi Pejabat pengeloLa dan
Pegawai Puskesmas;

g. memberikal sanksi kepada pegawai yang meLanggar

ketentuan yang berlaku dan memberikan
penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan

h. kewenangan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.

h
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(21

(3)

BAB Itr

SUSI,'NAN ORGANISASI PUSXF,SMAS

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 10

(1) Organi8asi Puskesmas Pian RaJra t€r'diri:

a. Kepala Puskesmas;

b. Kcpala Sub Bagian Tata Usaha;

c. Penangrmgiawab Upaya lGsehatan Masyarakat

[UKM);

d. Fengangungiawab Upaya IGschatan

Perseoranaan [IlKPl; dan

e. Penangungiawab jaringan pelayanan Puskesmas

dan Jejaring fafitas pelayanan kesehatan.

Bagan stnrktur schgaimana dirnaLqud

dalaE pasal 1O ayat (1) tercantum .rahrrr LarDpiran I
Peraturan Bupati ini.
IGpala Puskemas merupakan seorang Tensga

Keechatan dengan kriteria s€bagai berikut:
a- tingkat pendidikan paling rendah sarjana (Sf) dan

memiliki kompetensi manajemen kesehatan

maErarakat;

b. rnasa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;
dan

c. telah Eengikuti pelatihan '"".ajemen Pus&esmas.

Kepal,a Puskesmas bertanggung jawab atas scluruh
kcgiatan di Puskcsrnas.

Dalam melaksanakan tanggung jawab l(epafa

Puskesmas Eer€ncanakan dqn mengusrrlkan

kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Dinas

I(csehatan lGbupaten.

I(epafa Sub Bagian Tata Usaha, mcmbawahi beberape.

kegiatan dia aranya Sistein Informasi Pus&esma.s,

kepegawaian, rumah tanga, dan keuangan.

(4)

(s)

(6)

,";-;; -.I;; 
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(7) Perungunglawab LrXM Eseneial dan Keperawatan
membawahi:

a. Pelayanan promosi kesehatsn termasuk UKS;

b. Pelayanan kesehatan lingkungan;

c. pelayanan KIA-KB yang bersifat L,KM;

d. Felayanan gizi yang beraifat UKM;

e. PelaSranan pcncegahan dan pengendalian

penyakit; dan

f. Felayanankeperawatan kesehatanmaqrarakat.
(8) Penanggungiawab UKM Pengembengan membawahi:

a. Pel,ayanan Keschatan Jiwa;

b, Felayanan lGsehatan Gigi Masyarakat;

c. Pelayanan KesehataaTradisional KomplementeE

d. Felayanan Keschatan Olahraga;

e. Pelayanan Kesehatan Indera;

f. Felayanan IGsehatan lansia;
g. Petayanan lGsehatan lGrja; dan

h. Felayanan lfuschatsn Lainnya-
(9) Penanggungiawab UKP, Kcfarmasian, dan

Laboratorium membawahi beberapa kegiatan, yaitu:
a- Felayanan pcmeriksaan umum;
b, Felayanan kcsehatan gigi dsn muluq
c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UXp;

d. Pelayanan gawat darurat;
e. Felayanan gizi yana bersifat UB
f. Felayananpcrsafinan;

g. Pelayanankefarmasian;

h. Pelayanan laboratorium; dan
i. Felayanan rax,atjalan.

{fO) Jaringan Pelayanan PKM dan J8ringan Fayankes

membawahi:

a. Pu8kesmas Pembantu;

b. Puskesmas keliling;

c. Bidan Desa; dan

d. Jejaring fasilitas pela5ranan kesehatan.

r PA:i.\:? I. il ra p:l I i IASI
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(11) Puskcsmas merryclengarakan upaya kesehatan

'nasyarakat tingkat pertama dan upalra kesehatan
perseorangan tingkat pertama.

(12) Upaya kesehatan ditqka-nrkqn secara terintegrasi
dan berkesinambungan.

Bagian l(edua

Fejabat Pengelola

Pasal 1l

(1) Fejabat pengelola BLUD terdiri atas:
a. Pemimpin BLUD;

b. Fejabat Keuangan; dan

c. Pejabat Telnis (penangung jawab program).

Bagia[ Ketiga

Pengangkatan Fejabat pengelola

Palal 12

(f) Fejabat pcngelola BLUD diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati.

(2) Fenimpin BLt D bertangung jawab kepada Bupati
melalui kepala Dinas Kcsehatan.

(3) Fejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD
bertangung jawab lGpada Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat

Fcrsyaratan Sebagai Fejabat penaelola

Pasd 13

(1) Fengangkatan dalam jabatan dan penempatan
pejabat pengelola BLUD sebagaimana di'nrk$d peda

pesal 12 ayat (1), ditetapkan bedasarkan kompetensi
dan kebutuhan prattik bisnis yang schat.

(2) Iiompet€nsi sebagaim8na dirnaksr'd d.lrrn ayat (1),

merupakan dan keahlian yang i{iftiliLi
oleh pcjabat BLLJD berupa pengetahuan

ketcrampilan, dan sikap perilsku ,rang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

, t+ru r iro.'to p,..' 
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(3) lGbutuhan praktik bisnis yang setrat sebagaimana
dimeksud dalam ayat (1), merupakan kepcntingan
BL(D untuk kinerja keuangan dan
non berdasarkan kaidah-kaidah
manajemen yang baik

Pasal 14

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin

hrskesmas BLUD adalah:

a. tenaga keschatan Strata- 1 yang

kemampuan, keahlian, integritas, keprs'nirnpirteq,

dan diutamakan pengalaman di bidang
Puskesmae BLt D;

berkelakuan baik den meoifiki dedikasi untuk
usaha guna kemandirian

Puskesmas BLUD;

memenuhi syarat edrniqietasi kepegawaian dan
kuelilikasi jabatan;

d. pimpinan Puskesnras BLUD yang berasal dari Non

PNS, didasarkan pada hasil uji kelayakan dan
kepatutan 0t and prryr tes).

e. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;
dan

f. telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas.

(2) Syarat untuk diangkat menjadi Fejabat keuangan
ed:leh:

a- rremenuhi kriteria keaf ian, integritas,

kepemimpinan;

b. berlatar bclakang pendidikan sarjana, diutamakan

bidang kes€hat n, elronomi, rlon 6luntansi'
c. pejabat lGuangan BLUD harus berasal dari PNS;

d. "'"sa kerja di puske$ras minimal2 (dua) tahun;
e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk

mengernbanglan usaha guna kemandirisn

keuangan;
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catap melakukan perbuatan hukum dan tidak
pemah menjadi pemcgang perusahaan
yang dinyatakan pailiq

memenuhi Erarat adminitrasi kepegawaian dan
kualifi kasi jabatan; dan

h. diutamakan letar belatang
pendidikan paling rendah D3 dan mempuqrai
pengalaman di bidang atau akuntansi
dg11 Leadmitristresiqrr.

(3) SYarat untuk ,li.rrgL,t menjadi Pejabat Teknis
ad^alah:

a. memenuhi krit€ria keahlian, int€gritas,
kepemimpinan;

b. berkelakuan heik den memiliki dedikasi untuk
Eengembangkan kegiatan teknis di bidangnya;

c. memenuhi syarat ad'ninistrasi kepegawaian dan
kualifikasi jabatan; dan

d. diutamakan mempunyai latar bclakang
paling rendah D3 dan mempunyai

di bidang telmis yang mcnjadi
tangungiawabnya.

n girr KetimF

Tan8gung Jawab Fejabat Pengelola

Pa8al 15

(l) Femimpin BLLID bertanggung jawab tertradap
operasional dan keuangan BLUD secara umum.

(2) Pejabat Keuan8an BLUD bertanggung jawab terhadap
kcuangan BLUD.

(3) Pejabat Teknis BLUD jasab terha&p
mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan

kualitas sumbcr daya manusia dan peningkatan

sumber daya lainnya.



Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban pejabat pengelola dan Fegawai
pasal 16

Pejabat pengelola mcmpunyai hak:
(f) Mendapatlan remunerasi sesuai den8an ketentuffr

peraturan perundang-undangan n dan kemampuan
keuangan daerah;

(2) MenSelola sumberdaya scsuai dengan fleksibilitas
yang diberikan oleh Bupa.ti.

Pasal lz
(1) Femimpin BLUD sebagaimana .li'naksud drtarn pasal

1l ayat (a), mempunJai tugas dan kewqiiban:
a. mernimpin, mengarah&an, membina, mengawasi,

mengendalikan, dan mengevaluasi
penyel€nggaraan kegiatan BLUD;

b. mcnyusun renstra bisnis BLLJD;

c. menyiapkan RBA;

d, mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan
dal pejabat teknis kepada kepala daerah ecsuai

ketentuan;

e. menetapkan pejabat lainnya s€suai kebutuhan
BLUD sclain pejabat yang telah ditetapkan dengan
peraturen perundang-undangan; darl

f. menyampa.ikan dan mempertanggunglawabkan

kinerja operasiona.l serta keuangan BLUD kepada
Bupati.

(2) Pejabat keuangan BLL.ID sebagaimana rrirncksud

dafam pasal 1l ayat (b), mempunyai tuga8 dan
kewqiiban:

a. menglroordinasikanpenyusunanRBA;

b. menlapkan DPA-BUJDI

c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

d. menyetcnggarakan pengel,olaan kas;
e. meliakukan pengelolaanutang-piutang;



nenyusun kebijakan pengelolaan barang, asct
tet F, dan investasi;

sbtcm informasi marajemen
keuangan; dan

h. menyetrengarakan akuntansi dan penrusunan

laporan keuangan.

(3) Fejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1O

alrat (cl mempunyai tuAas dsn kewajiban:

a- menyusun perencanaan kegiatan teknig
dibidangnya;

b. melel.srnaksm kegiatan tcknis sesuai RBA; dan
c. mempertangurgiawabkan kinerja operasional

dibidangnya-

Bagian Kctujuh
Larangan dan Pemberhentian Fejabat pengelola dan

Pegawai

Pasal 18

Irrangan pejabat pengelola dsn/atau pegawai BLTID non
PNS sebagai bcrikut;
a. melakukan tindakan yary dapat menurunlGn

kehorDatan atau nartabat pemerintah kabupaten;
b. menyalahgunakanwewenang;

c. menjadi p€rantara untuk mendapa.t*an keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan mengunakan
kewenangan orang lain;

d. memiliki, meqiual, membeli, menggadaikan,

rncnyswatan, atau meminjamkan barang baik
bergerak atau tidak dokumen atau ar.rrat

berharga rYtilik p€merintah kabupaten secara tidak
sah;
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e. mel,akukan kegiatan bersama dengan atasan, tcman
sejawat, teman kerja atau orang lain di dslq'n

maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk kcuntun8an pribadi, golongan, atau pihak l,ain,
yang secara langsung atau tidak
pemerintah kabupaten;

f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
Eempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
g. menghafangi berjalannya tugas kedinasan;

h. mencalonkan diri sebaaai calon kepala
daerah/DPR/Dm/DPRD;

i. ikut scrta d.lam kampsrr]re calon prresiden/Wakil

Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;

j. memberi kepada calon Kepala

Da€rah/Wabl l<epqia daerah, dengan cara t€f,libat

dalsm kegiatan kampanye.

Pasal f9

(fl Fejabat Pengelola Puskeemas BLUD diberhcotikan
karena:

a. meningal dunia;

b. berhalangan sccsra tetap selama 3 (tiga) bulsn
berturut-turug

c. tidak melaks€nakan hrgas den kewajibannya

dengan baik;

d. melanggar kebliakan atau ketenfi.ran-I(etentuan

lain yang tcleh ditetapkaq
e. mcngundurkan diri karena 'lerrn yang potuq

atau

f. terlibat.lal'rn suatu yang metans8ar
hukum.

(2) Pembcrhentian Fejabat Fen8elola Puskesmas BLUD
yang bcrasal dari Non Fegawai Negeri Sipil diatur
lebih laajut dengan Peraturan Bupa.ti.



BAB W
PENGEIOMPOKAN FI'NGSI

pasal 20

Ftmgsi pclayanan Puskcaoas pian Raya didasarkan pada
fungei pelayanan 5rang meliputi Upaya lGsehatan
Masyara&at (UKM), Upaya Keschatan perseorangan

{UKP), Jaringen Felayanan Rrsl(esmas dan Jaringan
Fasyankes s€rta fungsi pendukung pclayanan.

pasal 2 f

f-ungsi pendukung sebaAaimana tcrsebut pada pasal 20
meliputi fungsi manajemen puske8m.a.s dan Satuan
Fengawas Intcmal

Paaal22

(U Tu8as pokok Satuarl. Fengawas Internal:

a. mengawasi terhadap pelaksanaan dan operasional
BLUD PtrskesEas;

b. menilai pengendalian pengelolaan dan
pelatsanaan kegiatan BLLrD puskesmas; dan

c. memberikan saran perbai&an kepada Xepala

Puskesmaa.

(2) Fungsi Satuan Fengawas Internal adalah:

a. pclaksana pengawasan terhadap scgala kegiatan

BLUD Puske@as keuangan dan pelayanan;

b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi
tentang penyimpangan yang terjadi; dan

c. pemantauan tindak lanjut hasil pemerikaaan

aparat pengawas fungsional.
(3) Satuan Intemal dibentuk dan di tetapkan

dengan keflutusan lGpala Puskesmas;

(4) Satuan Pengawae Internsl berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada I(epala Puskesmas;

(5) Satuan Pengawas Internal diangkat dan
diberhentikan oleh IGpala Puskesmaa.



BAB V

PROSEDURKEzuA
pasd 29

(1) Proscdur kcrja seti.F proses pengelolaan laarEjerial
dan pelayanan telah didokumentasikan rtprarrr

eandar @eruting Mae (SOq, SOp mcrupa&an
acuan bagi scluruh petugas dj dclarn mel,aksanakan
pekerjaan. Acuan pelaksanaan pekerjaan

basian vital dalam pcngelolaan puske3mas dan
diharapkan merupakan suatu standar baku dalam
proses bisnis Puskesmas sehingga pelayanan kepada
selunrh pcngguna dapat mencapei standar yang

(2) Prosedur lGrja scbagaimana dimaksud dalam pada

ayat (1) trrcsntum dalam Lampiran tl peratuan

Bupati ini.

BAB VI

ESEIOMSASI
pasal 24

(l) Eselonisasi Pejabat PeaSclola Puskesmas BLUD
disesuaikan deargan ketentuan peraturan perundang-

lmdangan.

(2) Jika Pejabat Pengelol,B Rrskesma8 BLttD sebagaimana
dirrraksud dalam ayat (1) berasal dari Non pegawai

Negeri Sipil, maka hak-hak yang men1.angkut

tunjangan jabatan disesueikan dcngan ketentuan
peraturan Frundang-undangan.

PAMF KCORDINASI



BAB VII

PENGEIOI.AAN SUMBER DAYA MANUSIA

(U Pengetolaan Burr.ber dalra mamxda sehigaimohq
dirlrqksud m€ruF,akan perrgaturan dsn kebiiakan yang
jctras mcngenai sumbcr da5,a manuoia 5rang

berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan
kuafitatif/kompeten ufltuk
tujuan organisasi secara efrsien, efektif, da'l
goduktif.

(2) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga
kcsehatan dan tenaga non kesehatan.

(3) Jenis dan j ,rrrlqh tenaga kesehatan dsn tenaga non
medis dihitung bcrdasarkan analisis beban kerja
dengan mempcrtimbangkan jumlah pel,ayanan yang

diselenggarakan, jumlah penduduk dan
persebarannya, karakteristik wilayah ke{a, fuas
wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja
dan pembagian waknr kerja.

(4) Jcnis tenaga kesehataa paling scdikit terdiri atas:

a. dokter atau doLter l,ayeran primer;

b. dokter gigi;

c. perarpat gigi;

d. bidan;

e. tenaga keschatan masyamkaq

f. tenaga lingkungan kesehatan lingkungan;
g. ahli t€krotogi laboratorium medik;

h. tenaga gizi;

i. tenaga kefamasian; dan
j. pcrekam medik.

(5) Tenaga non kesehatan harus dapat

kegiatan ketatausahaan, administrasi teuangnn,
sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di
Puskesmas.

Pasd 25



(6) Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai
dengan standar profesi, standar pelayanan, standar
prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak
pasien, serta mengutamakan kepentingan dan
kesetramataa pasien dengan memperhatikan
keselamatan dan kesehatal dirinya dalam bekerja.

(7) Setiap Tenaga Kesehatan yang b€kerja di puskesmas

harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan
peraturan perundang-r.mdangan.

(8) Ketentuan mengenai pengelolaan SDM non pNS

diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati mulai
dari rekrutmen, seleksi, pengalgkatan, penempatan,

mutasi, promosi, reuard ptnisfutenl sampai dengan
pemutusan hubungan kerja termasuk pensiun.

BAB VIII

REMUNERASI

Pasal 26

(1) Pejabat pengelola BLUD dan p awai BLUD dapat
diberikan remunerasi sesr-rai dengan tingkat
tanggungiawab dan tuntutan profesionalisme yang

diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (l),
merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji,

tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas
prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

untuk BluD-Puskesrras ditet.pkan oleh Bupati
berdasarkan usulan pemimpin Bl.uD-puskesmas
melalui Kepala Dinas Keaehatan.

(4) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD

mempertimbangkan faktor-faktor yarrg berdasarkan:

a. ukuran (sizel dan jurntah as€t yang dikelola
BLUD, tingkat peLayanan serta produlftivitas;

b. pertimbangan persamaannya dengan industri
pel,ayanan sejenis;

22
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(s)

(6)

c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan;
dan

d. kinefa operasional BLUD yarrg ditetapkan oleh
Bupati dengal mempertimbangkan antara lain
indikator keuangan, peLayanan, mutu dan
marfaat bagi masyarakat.

Remunerasi pejabat keuangan darl pejabat teknis
ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembila-n

puluh peraen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihitung
berdasarkan indikator penilaian:

a. Pengalaman dan masa kerja (basic inda{;
b. Keterampilan, ilmu Srngetahuan dan perilaku

lampetencg indefi;

c. Risiko kerja (n;sk inder);

d. Tingkat kegawatdaruratan (emerge\cg itdei;
e. Jabatan yang disandang (position hde$; dat
f. Hasil/capaian kine$a Qxrformane indeg.
Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang

berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti
peraturan perundang-undangan tentang gaji dan
tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan
penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh

Bupati.

Pejabat pengelola yang diberhentikan sementara dari
jabatannya memperoleh penghasilan sebesar Soyo

(lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium

bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal

diberhentikan sampai dengan diterqFkannya

keputusan delinitif tentang jabatan yang

bersangkutan.

Remunerasi sebagaimana dimalsud pada ayat (2)

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangar
daerah-

(71

(8)

(e)

23
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BAB D(

STANDAR PEI.AYANAN MIMMAL

Pasal 27

(1) Untuk m€tlistnin ketersediaa& keterjangkauan, dart
kualitas pela5ranan umum yang dibcrikan oleh BLUD,

Bupati menctap&an standar pcl,ayanan minimal BLUD

dengan peraturan Bupati;
(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dirrel€rrd

pada ryat (fl dapa.t diusr:lkan oleh pcmimpin BLUD.
(3) Standar minimal sebagaimana .tinaksud

pada ayat (f) harus mempertimbangkan kualitas

trrmerataan, dan kesctaraan layanan Berta

kemudahan untuk mendapa.ttan la5ranan.

(4) Standar pelayanari minimal harus memenuhi
persyaratan:

a. fokus padajenis pelayanan;

b. tcrukux
c. dapat dicapai;

d. devan &n dapat diandalkan; dan

e. tctrat s,aktu.

(5) Fokus pada jenis pclayanan scbagaimana dirnalcud
pade ayat (4) huruf a, mengutamalGn L€giatan
pelayanan yang menunjang terq/ujudnya hrgas dan
tungsi BLUD.

(Q Terukur dimaksud pada ayat (4) huruf
b, merupakan kegiatsn yang pencapaiannya dapat
dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

{7) Dapat dicapai sebagainana di"nrksud pada ayat (4)

huruf c, merupakan kegiatan nyata, depat dihitung
tingkat pcncapaiannya, rasional, sesuai

dan tingkat penanfaatannya.

(8) Relcvan dan dapat diandqlk n, sebaaainana
.lihqkqud p€da arrat (4) huruf d, merl.palan kegiatan
yang sejalan, berkaitan dan d,apat dipercaya untuk
menunjang tuga8 dan fungsi BLUD.

1.tl
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(9 Tepat waktu sebagaimsna dirhaksud pada ayat (4)

huruf e, merupakan keseuaian jadwal dan kegiatan
pelayanan yang telah ditetapkan.

BABX

TARIF I,AYANAN

Pasd 28

(1) BLUD dqf,at Eremuflgut biaya kepada Easyarakat
sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan
yang dibcrikan.

(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan
dirnaltsrrd pada ayat (1), ditetapkan

dotcrrr bcnd tarif yang dlisusun atas .tFsrr
perhitungan biaya satuan per unit leyanan atau hasit
per investasi dana.

(3) Tarif scbagaimana dimaksud pada ayat (2), ternasuk
imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya pcr unit
layansn.

(4) Tarif layanan sebageirnrna dirnaksud pada ayat (2),

dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jcnis
layanan BLUD yang bersangkutan.

(5) Tarif layanan BlUD-Puskcsmas diusulkan oleh
pernimpdn BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas
Keschetan.

(6) Tarif layenan s€bagaimana dirnoksud pada ayat (5),

ditetapkan dengan peraturan Bupati dan
disampaikan kcpada pimpinan DPRD.

(fl Fenetapan tarif la!,anarr sebagaimana .lirneksud pada

ayat (6), merapertimbangkan kontinuitas daa
pengembangian layanan, daya beli masyaraka! serta
kompetisi yang schat.

(8) Bupati rlslqrn rnenetapkal besaran tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (Q, dapat membcntuk tim.

,.-:l
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(91 Fembentukan tim sebaaairnana dimrksud pada ayat
(8), ditctapkan oleh Bupati yang keanggotaanya dapat
berasal dari:

a- pembina teknis;

b. pembina keuangan;

c, unsur perguruan tinggi;

d. lembaga profesi.

(10) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat
ditakukan scsuai kebutulu r dan
pcrkembengan keadaan,

(ff) Perubahan tarif s€bagoi"nara dimaksud pada ayat
(fO), dapat dilakukan secana keseluruhan maupun
per unit layanan.

(12) Proses perubahan tarif sebagaimana dirllFksud pada

ayat (10) dan ayat (11), mempertimbangkan

kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli
,lasyarakat, s€rta kompetisi yang schal

BABxI
PENGEIOI,"AAN KEUANGAN

Bagisn Kesatu

Fendapatan
pasal 29

(1) Felldapatan BLUD dapat bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
d. APBD;

e. APBN; dan

f. lqill-lain pendapetan BLUD yanA sah.

(2) Fendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan
Eebagaimana dirrlaks!'d pada ayat (l) huruf a, bcrupa
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang

diberikan kepada masyarakat.



(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat

berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
(4) Hasil kerjasama dengan piha-k lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huuf c, dapat berupa
perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa,

dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi

BLUD.

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD

sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit
anggaran prmerintah kabupaten bukan dari kegiatan
pembiayaan APBD.

(6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah

dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau
tugas pembantuan dan lain-lain.

(7) BLUD dalam melaksalakan angg.rran dekonsentrasi

dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), proses pengelolaan keuangan

diselenggarakan secara terpisah berdasarkan

ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

(8) L,ain-lain peadapatan BLUD yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurul f, antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahlGn;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;

I komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan

barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
g. hasil investasi.

11
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(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali yang berasal dari hibah terikat,
dapat dikelola langsung untuk membiaya
pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(10) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diperlakukan sesuai peruntukannya.

(11) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f,
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat
dalam kode rekening kelompok pendapatan asli
daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

(12) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (11) dilaporkan kepada Pejabat pengelola

Keuangan Daerah setiap triwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 30

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya
non operasional.

(21 Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rarrgka menjalankan tugas dan fungsi.
(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup aeluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas
dan fungsi.

(4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dia-lokasikan untuk membiayai program peningkatar
pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan
pendukung pelayanan,

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan

kelompok, jenis, prograrn dan kegiatan.
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{6} Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tcrdiri dari:

a. biaya pelayanan; dan

b. biaya umum dan administrasi.
(7) Biaya pelayanan scbagaimana .lirnaksud pada ayat (6)

huruf a, mencakup seluruh biaya operasional l.ang
bcrhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(8) BirBya urnum dan administrasi
dirr',lrrud pada ayat (6) huruf b, mencakup seluruh
biaya operasional yang tidak berhubungan
dengan kegiatan Flayanan.

(9) Biaya pelayanan sebagaimna dimaksud pada ayat (7),

terdiri dari:

a. biaya pcgawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan;

d. biaya pemeliharaan; dan

e. biaya barang dan jasa; darl biaya pelayanan lain-
lain.

(lO) Bia[,a umum dan administrasi sebagaimana pada

ayat (8), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dan administrasi tain-lain.
(1f) Biaya non operasional ,ti'naLsud pada

ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. bia5ra administrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan aset t€tap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

e. biaya non olrrasional lain-lain.

-"--'-".1. r.2D 
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(12) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) huruf
a, huruf b, huruf c, dal huruf f disampaikan kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.

(13) Seluiuh pengelua-ran biaya BLUD yang bersumber
sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dilakukan
dengan menerbitkan SpM pengesahan yang dilampiri
dengan Surat pemyataar Tanggunglawab (SpIJ);

(14) Pengeluaran Biaya BLUD diberikan fleksibilitas
dengan mempertimbangkan volume kegiatan
pelayanan.

(15) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (14), merupalan pengeluaran
biaya yarrg disesuaikan darr signifikan dengan
perubahan pendapatan dalam arnbang batas RBA
yang telah diter.fkan secara definitif.

(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (14), harya berlaku untuk biaya
BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari
APBN/APBD dan hibah terikat.

(17) Flcksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (14), tidak berlaku untuk BLUD
bertalnp.

(18) Dalam ha1 tedadi kekuralgan anggaran, BLUD
mengajukan usulan tambahan anggaftrn dari APBD
kepada Pejabat PengeloLa Keuangan Daerah melalui
Kepala Dinas Kesehataa.

(19) Ambang batas RBA sebagajmana dimaksud pada ayat
(15) ditetapkan dengan besarar persentase.

(2O) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
(f 9), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD.

(21) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
(2O), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh
Pejabat Pengelola Keuangal Daerah.
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(22) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana

rlitncksud pada ayat (f9), merupakan kebutuhan
yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur,
rasional dan dapat dipertangungiawabkan.

Bagian lctiga
Ferencanaan don Fengangamn

Pesd 31

(1) BLUD menlrusun Renstra Bisnis BLUD.
(2) Renstra bisnis BLLrD sebagaimana dirnnksud psda

aJ'at (U, Ecncakup pernyataan visi, misi, program

stratrgis, pengukuran pencapaial kinerja, rencana
pencapaian lirna tghuran dan proyeksi keuangan
lirnF tahunan BLt D.

(3) Visi scbagainana dimaksud pada ayat (2), memuat

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
diwuju'r&rr.

(a) Misi sebagaimana dirnaLrud pada ayat (2) memuat

scsuatu yang harus diemban gtau dilak.aneLan

scsuai visi yang ditetapkan, a8ar tujuan organisasi

dapat t€daksana sesuai dengan bidangnya dan

berhasil dengan baik.

(S) program strategis sebagaimana dimeksud pada ayat
(2), memuat program yang berki proses keAjatan yang

bcrorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai

dengian kurun v/aktu I (satu) sampai dengan 5 ofuna)

tahun dcngan nemperhitungkan potensi, peluana,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
(6) FenSukuan kinerja

di"noLsud peda ayat (2), memuat pengukuan yang

dilakukan dengan menggambarkan pencapeian hasil
kegiatan dengan disertai analisis atas fal(or-fahor
intemal dan eksternal yang mempcngaruhi

tercapainya kinerja.
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(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (21, meErlat rencana capaian
kinerja pelayanan tahunan selama S (lima) tahun.

(8) Proyeksi lima tahunan sebagaimana
dimeksud pada ayat 121, memuat perkiraan
pendapatsn capaian kinerja keuangarx tahunan
selama 5 [ima) tahu-

(9) Renstra bisnis BLLrD sebagaimana dirnpLsud pada
ayat (1), sebagai dasar penyusunan

RBA dan evaluasi kinerja.
(1O) BLUD menJrusun RBA tahunan yang berpedoman

kepada renetra bisnis BLUD.
(fl) Fenyusunan RBA sebagaimana dirnakstd pada ayat

(1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbesis
kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis

layanan, kebutuhan prndanaan dan kemampuan
pendapatan yang diperkirakan akan ditcrima dari
masyaraka! badan lain, APBD, APtsN dan sumber-

sumber pendapatan BLUD lainnya.
(12) RBA merupakan pe4labaran lebih lanjut dari program

dan kegiatan BLUD dengan berpcdoman pada

pengelolaan keuangan BLUD.

(13) RBA scbaaaimana dimaksud dalam ayat (12),

memuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi -nlcro dan mikro;

c.

d.

target kinerja;

analisis dan perkiraan biaya satuan;
perkiraan harga;

anggaran pendapatan dan biaya;

besaran perscntasc ambang batas;

prognosa laporan keuangan;

perkiraan r"nju (fonzard 
"siflwfdi

rcncana prngehraran investasi/ modal; dan

ringkasan dan biaya untuk
kon8olidasi dengan RKA-DinaB Kesehatan/ APBD.

f.

E.

h.

i.
j.
k.
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(14) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (13), disertai
dengan usulan program, kegiatan, standar pel,ayanan

minimal dan biaya dari keluaran yang dihasilkffr.
(15) Kinerja tahun berjatan sebagaimana di"naksud peda

ayat (13) huruf a, meliputi:
a. hasil kegiatan usaha;

b, faktor Jrang mempengaruhi kinerja;
c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan

realisasi;

d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
e. hd-hal lain yang perlu ditindaklanjuti

sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun
bedalan.

(16) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud
pada ayat (f3) huruf b, antaia lain:

a. tingkat inIIaBi;

b. pertumbuhanekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e, volume palayanan.

(17) Taryet kinerja aebagaimana di"naksud peda ayat (13)

huruf c, antara lain:

a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
b. perkiraan lrcuangan pada tatrun yang

dicncanalan.
(18) Analisis dan perkiraan biaya satuan

.li"ylatsud pada ayat (fg) huruf d, merupakan
perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/ atau
jasa yang diberikan, setelah

memperhitungkan sclumh komponen biaya dan
volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(19) Perkiraan harga sebagaimana rlirneLsud pada ayat
(13) huruf e, merupekan estimasi harga jual produk
barang dan/atau jasa setelah me perhitungkan

biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan
seperti tercermin dari tarif layanan.
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(2O) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat

(13) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk
seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakal dalam

satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan

dan biaya.

(21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakan besaran

persentase perubahan anggaran bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankal dan

ditentukan dengan mempertimbalgkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf h, merupakal perkiraan realisasi

keuangan tahun bedalan seperti tercermin pada

Lapora-n operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(23) Perkiraan maiu (foruard estimatel sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huru-f i, merupakan

perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesinambungan program dan kegiatan

yang telah disetujui dan menjadi dasar pen5msunan

anggaran tahun berikutnya.

(24) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) hurufj, merupakan rencana

pengeluaral dana untuk memperoleh aset tetap.

(25) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas Kesehatan/ APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf k, merupakan

ringkasan pendapatar dan biaya dalam RBA yang

disesuaikan dengan format RKA-Dinas

Kesehatan/APBD.

(26) Untuk BlUD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dimaksud dal,am ayat (l2l disusun dan

dikousolidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebagaimana dimalcsud pada ayat (26),

dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas.

t^
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(28) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk
dibahas sebagai bagian dari RI(A-Dinas Kesehatan.

(29) RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (28), disampaikan kepada

Pejabat PengeloLa Keuangan Daerah (PPKD).

(30) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) atau

RKA-Dinas Kesehatall beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (29), oleh PPKD disampaikan

kepada Tim Anggarar Pemerintah Daerah ([APD)

untuk dilakukan penelaahan.

(31) RBA yang teLah dilakukan penelaahan oleh TAPD

sebagaimana dimalsud pada ayat (30), disampaikan

kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

(32) Setelal Rarcangan Peraturan Daerah tentang APBD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD

meLakukan penyesuaian terhadap RBA untuk
ditetapkan menjadi RBA definitif.

(33) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (32),

dipakai sebagai dasar penyrsunan DPA-BLUD untuk
diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 32

(1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dala& Pasal 31

ayat (33), mencakup antara lrain:

a. pcndapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kua.litas barang dan/atau jasa yang

akan dihasilkan.

(2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar

pelaksanaan anggaran.

r :r.a w,:: i 'a r_ .. :r-*- ".----. "^..-.^_;
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(3) Pengesahan DPA-BLLTD berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam hal DPA-BLUD scbagaimana dimaksud pada
eyat (2), belum disahkan oleh ppKD, BLUD dapat
Eelatul€n pengeluaran uang sctingi-tingginya
sebesar angka DPA-BLIJD tahun sebelumnya.

(5) DPA-BLLJD yang tcliah disahkan oleh ppKD

settagaimana di"nqL$'d dalem ayat (2), menjadi dasar
penarikan dana yang bersumber dari AptsD.

(Q Fenarikan dana scbagaimana .Iirnrkrud pada ayat (S),

digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal,
barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) nenaritan dana untuk Uelanja@ang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (61, sebesar selisih
(misnar&) jumlah kas yang tersdia diambah
dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan
jumlah pengeluaran 5rang dipro5reLciken, dengan

memlrrhatikan anggaran kas yang telah ditctapkan

dalam DPA-BLUD.

(8) DPA-BLUD menjadi lampiran perja4iian kinerja yang

ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLt D.
(9) Ferjanjian kinerja sebagaimana dirnaksud pada ayat

(8), merupalen Eanifestasi hubungan kerja antara
Bupati dengan pemimpin BUJD, yang dituangkan
dalam perjanjian kine4a (antafrml lnfonnrute
agreernenx.

(1O) Dslan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), Bupati pemimpin BLUD

untut menyelenggarakan kegiatan petrayanan unum
dan berhat mengelola dana sesuai lrang tercantum
dalam DPA-BLUD,
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(f1) Ferjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), antara lain memuat kesanggupan untuk
meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakaq

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat baai Essyarakat.

Bagian Kelima

Akuntansi, Pelaporan den Fertanggungiawaban

Pasal 33

(1) BLLrD menerapkan shtem info!.Dasi manajemen

sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis
yang schat.

(2) Setiap transsksi keuangan BLUD dicatat .rFbm

dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
(3) Fenyelengaraan akuntansi dan laporan keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (f), mengunakan
basis aknral baik dafam penpkuan pendapatan,

biaya, as€t, kewajiban dan ekuitas dana-

(4) BLUD dan menerapkan sistem

akuntansi dengan beryedoman pada standar

akuntansi yang berlaku untuk BLUD yanA

bermngkutan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

(1) Laporan kcuangan BLLrD terdiri dsri:

a. Neraca yang menggambarkaa posiai keuangan

mcngcnai asct, kcwajiban, dan ekuitas dana pada

tanggl tcrtcntu;

b. Iaporan operasional yang berisi informasi junrlah

pendapatan dan biaya BLt D seleEa satu periode;



c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas

berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi,

dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan

yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode

tertentu; dan

d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi

penjelasan naratif atau rincian dari angka yang

tertera daLam laporan keuangan.

(2) l^aporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disertai dengan laporan kine{a yang berisikan

informasi pencapaian hasil/ keluaran BLUD.

(3) f^aporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan

peraturan perundarg-undangan,

(4) Setiap triwulan BLUD-Puskesmas menyusun dan

menyampaikan laporan operasional dan laporan arus

kas kepa.da PPKD mela.lui Kepala Dinas Kesehatan,

paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode

pelaporan berakhir.

(5) Setiap semesteran dan tahunan Bl.uD-Puskesmas

wajib menlrusun dan menyampaikan Laporan

keuangan lengkap yang terdiri dari laporarr

operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan

atas laporan keuangan disertai laporan kinerja

kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk
dikongolidasikan ke da.lam laporan keuangan Dinas

Kesehatar dan pemerinta-h daerah, pa.ting lambat 2

(du{ bdan seteLah periode pelaporan berakhir.

(6) Penyusunan laporan keuangan sebagairnana

dimaksud dalam ayat (4) dan dalarn ayat (5) untuk
kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan

standar akuntansi pemerintah.
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BAB)(II
PENGEI.OIAAN ST'MBER DAYA IAIN

Pasal 35

(1) Sumber daya lairr q,lql.h selun r aset darr kegiatan
yang menghasilkan pendapatan diluar pendapatan

opcrasional dan dilnclola oleh RrskcsEas.
(2) Pengelolaan sumber daya lain diupayakan untuk

meningkatkan mutu pelayanan dan operasironal serta
kelancaran tugas pokok darr frrrysi puskesmas.

(3) Fengelolaan sumber daya yang berupa al,at kesehatan
wajib dilakukan kafibrasi alat secara berkala-

(4) Sistem pengelolaan sumber daya lain disusulkan oleh
Kepala Puskeer"lss melalui lGpala Dinas tcschatan
untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupeti.

BAB XIII
PENGEIOI,AAN UNGKUNGAN

Pasal 36

(l) DafaE rrenjaga kelestarian lingkungan, puskesmas

wajib nengelola linbah Puskesaas melalui
pcnJruaunan tPL (Upaya Fcngelolaan Lingkungan)

dan UPL (Upa5ra Pemantauan Lingkungan) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Pengelolaan limbah srebagaimana di"rteLsud pada ayat
(1) meliputi pengelolaan limbah padat dan cair,
pengawasan, dan lrngendalian vektor.

(3) Fengelolaan limbah cair wajib memenuhi qrarat baku
mutu lrang ditetapkan secara nasional dan regional
meliputi pengelolaan sccora kimiawi, frsik dan biologis

scbelum dibuang ke lir4kungsn.
(4) Dafam Umbah padat (sampah), Puskesmas

wajib r.ernisabken sampah medis dari .ra"!f'ah tren
mcdis.

(5) Fengelolaan sampah medis wajib mematuhi
ketentuan lrraturan perundang-rmdangan.
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BAB 
'gVPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Xesatu

Pernbinaan

Pasal 37

(1) Feabinaan t€knis Puskesnas dilat,,leaz ol,eh IGpaIa

Einas Kesehatan.

(2) kmbinaan keuangan Puskesmas dilatorkqrt slsh
Pejabat FengelolE Keuangan Daaah (PPKD).

Bagian Kedus

Pengawasan

Pesd 38

(1) Fengawasan Puskesmas dilakukan oleh InspeJ<torat

Kabupaten.

{2) Pcagawasan operasional dapat dilekrrtq'r elqh Satuan

Pengawas Intemal (SP[.

BAB XV

EVALUASI DAN PEMI,AIAN KINER.'A
pasal 39

(1) Evaluasi dan pcnilaian Kine{a BLLJD-Rrskesmas

dilelnrLqq s€tiap tahun oleh Bupati terhadap aspek

kcrrangan dan non

(2) Evafuasi yang iril.L1rtoq scb€simana .{i"YlqLqrd pada

ayat (f), dipergunat<an untuk mengukur tingkat
pencapaian hrsil PPI(-BLUD sebaaaimana ditetapkan
dqlq'h R€ncana Strategis Bisnis (Renstra Bknis) dan

Rencana Bisnis dan Anggamn (RBA).



BAB )<VI

KEIENTUAN I.AIN-IAIN

Pasal 40

Bupati berwenang ultuk m€netaplian lerlqgai ketentuan

dan peraturan pelakanaan untuk melaksana.kan pola

tata kclola ini, yang mcliputi Fcraturan Rrskesmas,

Peraturan tentsng ketenagaan, serta peraturan lain yang

tidak dicantumkan dalam pola tata kelola ini atas usulan

Kepala Rrskesmas.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasel 4l

Fbmturan ini berlaku sejak tang8al ditetap&an.

Agar setiap orang mcngetahuinya., memerintahkan

Pengundangan Peraturqn Bupati ini dengan

penempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupatea Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Bcliti
2019

Dimdangl€n di Muara Beliti
padatanSgal ( {e7lcwlc zots
SEKREf,ARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAUIAS TAHUN 2019 NOMOR..Id

pada 6 qaaubr

4l
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IAMPTRAN II : PEMTURAN BUPATI MUSI RAwAs
NOMOR I 7E TAHUN 2019
TENTANG TATA KEIOIA BADAN
IAYANAN UMUM DAERAH PADA
PUSAT KFSEHATAN MASYARAKAT
PIAN RAYA KABI,'PATEN MUST
RAWAS

PROSEDUR KER.IA PUSKESMAS PIAN RAYA

SOP Pel,ayanan

A. SOP peda Upaya Kesehatan perorangan (UKB puskcsmss

Pian Reya

l. SOP Pelayana[ Gawat Darurat;

e- SOP Penerimaan pasien;

b. SOP Pemulangan Pasien; dan
c. SOP Fembayaran Pasien:

U Tunai

2) Non Tunai

2. SOP Felayaran Rawat Jalan;

a- SOP FeneriJnaan Pasien;

b. SOP Femulangan Pasien; dan
c. SOP Pembayaran Pasicn:

f) funai
2) Non Tunei

3. SOP Fersalinan;

4. SOP Felayanan Laboratorium Sederhana;

5. SOP Felayanan Farmasi;

6. SOP Felayanan Gizi;

7. SOP Fclayanm Pasien Keluarga Miskin;
8. SOP Pelayanan Rekam Medik;

9. SOP Fengelolaan Limbah;

1O. SOP Adminigtrasi dan Manajemen;

11. SOP Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;
12. SOP Femeliharaan;

13. SOP Penccgahan den Pengcndalian lnfckst dan
14. SOP Felayanan Keamanan.
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B. SOP pada Upaya l(esehatan Masyarakat (UKM) Puskcamac

Pian Raya

l. SOP Felayanan Keschataa lbu Hamil;

2. SOP Pelayanan l(es€hatan Ibu Bersalin;

3. SOP Felayanan IGschaten Bayi BarL Lehir;

4. SOP Pelayanan Kesehatan Balit4
5. gOP Pclayanan l(c*hatan pada Usia Pendidikan Daaar;

6. SOP Felayanan Ke8ehatan pada Uiia Huktit
7. SOP Felayan n lcsehatan peda Usia Lsnjuq

8. SOP Felayanan l(esehatan Fenderita Hipertcnsi;

9. SOP Felaysnan lGschatan Penderita Diabctes Meutus;

f0. SOP Pelayanan Keseharsn Orang dengan Ganguan Jin'a B€rat;

II.SOP Fclayanan Kesehatan Orang dengen Tuberkulosie (Its);

dan

12. SOP klayanan l(eschatan Orang dengan Risiko Terinfcksi HIv.

II. SOP Selsin Felayanan

A. SOP Fegawai

1. SOP Rckruitmen Pcgawai;

2. SOP Pengembangan dan ltumpetensi; dan

3. SOP Fembcrhentian Pegawai

B. SOP Sarana dan Prasarana

1. SOP Fengadaan

2. SOP Femeliharaan


